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Menimbang : a.
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BUPA?I JDPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA

I

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PENUGASAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DALAM PENANGANAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN DAN KEAMANAN

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

rr

BUPATI JEPARA,

bahu'a dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Ra\rat Daerah Provrnsr,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota,
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur
dan Wakil Gubernur dan Pemilu Bupati dan WakiL
Bupati diperlukan situasi dan kondisi yang kondusif,
sehingga masyarakat yang berhak memilih dapat
menyalurkan aspirasi politik dengan aman, tenang dan
tanpa ada tekanan dari pihak manapun;

bahwa dalam rangka meu'ujudkan ketente.aman,
ketertiban dan keamanan penyelenggaraan Pemilu
Anggota Dewarl Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Dewan Perwakilan Ral'fat Daerah Kabupaten /Kota,
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,Pemilu Gubernur
dan Wakil Gubernur dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupat
perlu menugaskan Satuan Perlindungan Masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud hun-rf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Jepara tentang Penugasan Anggota
Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan
Ketenteraman, Ketertiban Dan Keamanan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota De$'an
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten /Kota, Pemilu Presiden Dan
Wakil Presiden,Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur
Dan Pemilu Bupati dan wakil Di Kabupaten Jepara;

: 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

, 

BUPATI JEPARA 
5 

PERATURAN BUPAT JEPARA 

NOMOR 15 TAHUN 2014 

TENTANG 

PENUGASAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 
DALAM PENANGANAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN DAN KEAMANAN 

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kata, 
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur 
dan Wakil Gubernur dan Pemilu Bupati dan Wakil 
Bupati diperlukan situasi dan kondisi yang kondusif, 
sehingga masyarakat yang berhak memilih dapat 
menyalurkan aspirasi politik dengan aman, tenang dan 
tan pa ada tekanan dari pihak manapun; 

b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketenteraman, 
ketertiban dan keamanan penyelenggaraan Pemilu 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota, 
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,Pemilu Gubernur 
dan Wakil Gubernur dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupat 
perlu menugaskan Satuan Perlindungan Masyarakat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Jepara tentang Penugasan Anggota 
Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan 
Ketenteraman, Ketertiban Dan Keamanan 
Pcnyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten /Kota, Pemilu Presiden Dan 
Wakil Presiden,Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur 
Dan Pemilu Bupati dan Wakil Di Kabupaten Jepara; 

Mengingat : 1 Undang-Undang 
Pem bentukan 

Nomor 13 Tahun 1950 
Daerah-Daerah Ka bu paten 

Ten tang 
Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 



2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Ral$'at,
Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomorl17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Nesara Republik
Indonesia Nomor 5234):

5 .  Undang  Undang Nomo-  15  TahJn  20 l  I  ren rang
Penye lenggara  Pemi l ihan  Umurn  {  Le-b" ran  Negara
RepLb l i k  IndoJres ia  Tahun  201 I  Nomor  I0 l ,  Tamoahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246 ) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
P e m i  i h a n  P e n o e s e h a n  p c . o , n o L a r a n  n ^ n

Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah beberapakali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
) O O 5  r c . r - . o  P e r r r h e h a r  K F c m n , r  A , a \  p F . ) , i , r r n

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
RepLb l ik  Indon"s ia  Tahun 20  l l  Nomor  182,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009
tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat
Da lam Penanganan KeLenreraman.  Ke en iban Dan
Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun
2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah kabupaten
Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten
Jepara Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun
2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabuoa len  Jcpara  (Lembaran Daera l^
Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);

, 
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomorl 17, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5316); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang 
Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan 
Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah beberapakali, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 
2005 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, 
Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala 
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 
tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat 
Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban Dan 
Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 

8. Pera tu ran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah kabupaten 
Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor L l Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Ka bu paten Jepara Nomor 10 Tahun 
2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10); 

r 



Menetapkan

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Pra.ja Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN ANGGOTA
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM
PENANGANAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN DAN
KEAMANAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN MKYAT
DAERAH PROV]NSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN /KOTA. PEMILU PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN,PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI
KABUPATEN JEPARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Jepa.a.

2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara yang selanjutnya disingkat Satpol
PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara.

3. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas
adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta
ke t ramp. lan  unruk  melaksanakan xeg ia ran  pendnganan ben,  ana guna
mengurangi dan memperkecii akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan,
ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial masyarakat.

4. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan
kedaulatan rala:yat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang
meliputi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Ralq/at, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.

5. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Ralq'at, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Pelwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan RaLTat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 19215.

6. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan
Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Irepublik Indonesia Tahun 1945.

, 
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 

2011 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Palisi 
Pamong Praja Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN ANGGOTA 
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM 
PENANGANAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN DAN 
KEAMANAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN 
PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN /KOTA, PEMILU PRESIDEN DAN 
WAKIL PRESIDEN,PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL 
GUBERNUR DAN PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI 
KABUPATEN JEPARA 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Bupati adalah Bupati Jepara. 
2. Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten Jepara yang selanjutnya disingkat Satpol 

PP adalah Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten Jepara. 

3. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas 
adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta 
ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna 
mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, 
ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial masyarakat. 

4. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan 
kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Oasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang 
meliputi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. 

5. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

6. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan 
Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Irepublik Indonesia Tahun 1945. 



7. Pemilu Grlb"..r.iu. Wakil Gubernur adalah pemilu untuk memlhh Gubernur
dan Wakil Gubernur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Reputlik lndonseia Tahun 194S.

8. Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil
Bupati dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonseia Tahun 1945.

9. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat ppK, adalah panitia
yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilihan
Pemilihan Umum Anggota Dewan Per-wakilan Raljyat, Dewan perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten /Kota, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,pemilu Gubernur dan
Wakil Gubernur dan Pemilu Bupati dan Wakii Bupati di tingkat Kecamatan.

10. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat pps, adalah panitia yang
dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilu pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Ralqiat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan RaLlat Daerah
Kabupaten /Kota, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,Pemilu Gubernur dan
Wakil cubernur dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat desa/kelurahan.

11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KppS, adalah
kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara
di tempat pemungutan suara.

12. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TpS,
dilaksanakannya pemungutan suara.

adalah tempat

BAB II

PENANGANAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN DAN KEAMANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1)Satuan Linmas melaksanakan penanganan ketenteraman, ketertiban dan
keamanan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota, Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Bupati dan Wakil
Bupati .

(2)Penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan sebagaimana dimaksud
ayat (1) di Bawah Kendali Operasi (BKO) Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Lingkup Pelaksanaan Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan

Pasal 3

Pelaksanaan penanganan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan pada
setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi :

a. Persiapan;

b. kampanye;

.  m a s ,  t e n ^ n  o

7. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pemilu untuk memilih Gubernur 
dan Wakil Gubernur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonseia Tahun 1945. 

8. Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil 
Bupati dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonseia Tahun 1945. 

9. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia 
yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten /Kota, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,Pemilu Gubernur dan 
Wakil Gubernur dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kecamatan. 

10. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang 
dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten /Kota, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,Pemilu Gubernur dan 
Wakil Gubernur dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat desa/kelurahan. 

11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah 
kelompok yang dibcntuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara 
di tempat pemungutan suara. 

12. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat 
dilaksanakannya pemungutan suara. 

BAB II 

PENANGANAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN DAN KEAMANAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 2 
(l)Satuan Linmas melaksanakan penanganan ketenteraman, ketertiban dan 

keamanan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota, Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Bupati dan Wakil 
Bupati. 

(2)Penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan sebagaimana dimaksud 
ayat (1) di Bawah Kendali Operasi (BKOJ Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Bagian Kedua 
Lingkup Pelaksanaan Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan 

Pasal 3 
Pelaksanaan penanganan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan pada 
setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi : 
a. persrapan; 

b. kampanye; 



d.

e .

L

(1 )

pemungutan suar;;

pemungutan suara Pemilu ulang tahap I dilanjutkan tahap II;

penetapan hasil Pemilu;

penetapan calon terpilih dan pelantikan.

Pasal 4

Pelaksanaan pengamanan di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakiian Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota, Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden,Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu
Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3, antara lain I

a. membantu menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

b. membantu dalam mengamankan dan menertibkan jalannya kampanye pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Ralq.at Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten /Kota, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,Pemilu Gubernur dan
Wakil Gubernur dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati ;

c. membantu menertibkan tanda tanda gambar atau alat peraga kampanye yang
dipasang oleh peserta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
PerwakiLan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan
Perwakilan Rakl.at Daerah Kabupaten /Kota, Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden,Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Bupati dan Wakil
Bupa t i ;

d. membantu mengamankan pengumuman Ketua KPPS tentang tempat dan
waktu pemungutan suara kepada Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan RaLryat Daerah
Provinsi, Dewan Pefwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota, Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden,Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan DFh jl,, R,,-.ri
dan Wakil Bupati ;

e. membantu menjaga keamanan barang-barang keperluan Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Ral,lat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Ral:yat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rallfat Daerah Kabupaten /Kota,
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur
dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati ;

f. membantu aparat penyelenggara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan RaLlat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan RaLyat Daerah Provinsi, Dewan
Perwakilan RaLfat Daerah Kabupaten /Kota, Pemilu Presiden dan Wakil
D - - c i r { F -  D 6 ,  i r ,  i  / - :  , \ - - - ,  -  d d n  \ . \  a k i l  G u b e r n u r  d " n  p e m i l u  B u p a t i  d a n
Wakil Bupati dan aparat keamanan dalam mengamankan dan menertibkan
kegiatan masa tenang;

g. membantu melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya
ancaman fak  ua l  )ang dapat  mengga nggu /  menggaga lka  n  te rhadap
pelaksanaan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rallfat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Ra}ryat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten /Kota, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,Pemilu
Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati ;dan

h. membantu melakukan pengamanan terhadap ancaman, antara lain :

1) pencabutan/ perusakan/pembakaran tanda gambar calon Anggota Dewan
Perwakilan Ralg/at, Dewan Perwal<ilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakaat
Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota,

, 
d. pemungutan suara; 
e. pemungutan suara Pemilu ulang tahap I dilanjutkan tahap II; 
f. penetapan hasil Pemilu; 

g. penetapan calon terpilih dan pelantikan. 

Pasal4 

( 1) Pelaksanaan pengamanan di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota, Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden,Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu 
Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3, antara lain : 

a. membantu menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 
b. membantu dalam mengamankan dan menertibkan jalannya kampanye pemilu 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten /Kota, Pemilu Presidcn dan Wakil Presiden,Pemilu Gubernur dan 
Wakil Gubernur dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati ; 

c. membantu menertibkan tanda-tanda gambar atau alat peraga kampanye yang 
dipasang oleh peserta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota, Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden,Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Bupati dan Wakil 
Bupati ; 

d. membantu mengamankan pengumuman Ketua KPPS tentang tempat dan 
waktu pemungutan suara kepada Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota, Pemilu Presiden 
dan Wakil Presiden,Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Bupati 
dan Wakil Bupati ; 

e. membantu menjaga keamanan barang-barang keperluan Pemilu Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ka bu paten / Kota, 
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur 
dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati ; 

f. membantu aparat penyelenggara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota, Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Bupati dan 
Wakil Bupati dan aparat keamanan dalam mengamankan clan menertibkan 
kegiatan masa tenang; 

g. membantu melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan timbulya 
ancaman faktual yang dapat mengganggu/menggagalkan terhadap 
pelaksanaan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pcrwakilan 
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten /Kota, Pemilu Presiden clan Wakil Presiden,Pemilu 
Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Bupati clan Wakil Bupati ;dan 

h. membantu melakukan pengamanan terhadap ancaman, antara lain : 

1) pencabutan/perusakan/pembakaran tanda gambar calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota, 



Pemilu Presiden dan Wakii presiden, pemilu Gubernur dan Wakil
cubernur dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati ;

2) perusakan/ pembakaran kantor partai politik (parpol) yang mengajukan
calon Anggota Dewan per-wakilan Rakyat, Dewan perwatilan bierah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan pe.wakilan Rakvat
Daerah Kabupaten /Kota, pemilu presiden dan Wakil presiden, pemjlu
cubernur dan Wakil Gubernur dan pemilu Bupati dan Wakil Bupati ;

3) perkelahian antar peserta kampanye dan/atau dengan masyarakat;
4) teror dan sabotase:

5l kerusuhan massa:

6) intimidasi oleh oknum/kelompok tertentu terhadap penyelenggaraan
pemllu Anggota Dewan Perwakilan Ralrjrat, Dewan perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten /Kota, Pemilu presiden dan Wakil p.esiden, pemilu
Gubernur dan Wakil Gubernur dan pemilu Bupati dan Wakil Bupati
maupun masyarakat pemilih;

7) usaha usaha perusakan/ pembakaran TpS serta prasarana pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Ral{rat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
/Kota, Pemilu Presiden dan Wakil presiden, pemilu Gubernur dan Wakil
cubernur dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati lainnya, teror dan
sabotase:

8J penolakan hasil Pemilu Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Peru'akilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan
Perwakilan Rak:yat Daerah Kabupaten /Kota, pemilu presiden dan Wakil
Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan pemilu Bupati dan
Wakil Bupati ;dan

9) provokasi terhadap hasil hasil pemilu Anggota Dewan perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Ra1{yat Daerah provinsi,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota, pemilu presiden dan
Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan pemilu Bupati
dan Wakil Bupati.

(2) Pelaksanaan pengamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh
anggota Satuan Linmas di tingkat Desa dan Kecamatan.

(3)Jumlah personil yang melaksanakan pengamanan sebagaimana dimaksud ayat
(2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Selain pengamanan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan
Perwakilan Ralq,.at Daerah Kabupaten /Kota, Pemilu presiden dan Wakil
Presiden,Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan pemilu Bupati dan Wakii
Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 4 anggota Satuan Linmas melakukan
pengamanan di setiap TPS.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil 
Gubernur dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati 

2) perusakan/pembakaran kantor partai politik (parpol) yang mengajukan 
calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten /Kota, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu 
Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati 

3) perkelahian antar peserta kampanye dan/atau dengan masyarakat; 
4) teror dan sabotase; 
5) kerusuhan massa; 

6) intimidasi oleh oknum/kelompok tertentu terhadap penyelenggaraan 
pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten /Kota, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu 
Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati 
maupun masyarakat pemilih; 

7) usaha-usaha perusakan/pembakaran TPS serta prasarana pemilu Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
/Kota, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil 
Gubernur dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati lainnya, teror dan 
sabotase; 

8) penolakan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota, Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Bupati dan 
Wakil Bupati ;dan 

9) provokasi terhadap hasil-hasil pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota, Pemilu Presiden dan 
Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Bupati 
dan Wakil Bupati. 

(2) Pelaksanaan pengamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh 
anggota Satuan Linmas di tingkat Desa dan Kecamatan. 

(3) Jumlah person ii yang melaksanakan pengamanan sebagaimana dimaksud ayat 
(2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. 

Pasal 5 

Selain pengamanan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota, Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden,Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Bupati dan Wakil 
Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 4 anggota Satuan Linmas melakukan 
pengamanan di setiap TPS. 



Pasal 6
(1) Pelaksanaan pengamanan anggota Satuan Linmas

d imaksuc  Pasa l  5  re rd i r i  dar i
di setiap TPS sebagaimana

a. membantu pengamanan dan penertiban di TpS
b. membantu pengamanan perhitungan suara dan perhitungan suara ulang;

{2J Pengamanan dan penertiban di TpS sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain :
a. membantu melakukan pemeriksaan di dalam TpS dan sekelilingnya bersama

ketua dan seluruh anggota KppS beserta saksi yang hadir;
b. membantu menjaga ketentraman dan ketertiban para pemilih di tempat yang

ditentukan;

c. mempersilahkan para pemilih yang akan masuk ke TpS dan menerima titipan
dari pemilih berupa senjata api, senjata tajam dan barang_barang lainnya
yang tidak boleh dibawa ke dalam TpS;

d. mempersilahkan para pemilih untuk meninggalkan TpS serta mengambil
barang titipannya setelah para pemilih melaksanakan hak pilihnya;

e. mengatur ketertiban para pemilih yang akan memilih dan masyarakat yang
akan menyaksikan pelaksanaan perhitungan suara di TpS;

f. membantu mengawal pengiriman kotak suara dari TpS ke panitia
Pemungutan Suara (pps) di kantor petinggi/Lurah setelah KppS membuat
berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TpS;dan

g. membantu mengawal pengiriman kotak suara dan berita acara dari panitia
P_emungutan Suara (PPS) ke panitia pemungutan Kecamatan (ppK) di Kantor
Kecamatan seteiah Panitia pemungutan Suara (ppS) membuat berita acara
tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat
desa/kelurahan:

h. membantu melakukan pengamanan antara lain :
1) perusakan/ pembakaran TpS, kotak suara, kartu suara dan dokumen

pemilu lainnya;

2) intimidasi oleh oknum/kelompok tertentu
Pemilu Anggota Dewan perwakilan Rakyat,
Dewan Pelwakilan Rakyat Daerah provinsi,
Daerah Kabupaten /Kota, Pemilu presiden dan
Gubernur dan Wakil Gubernur dan pemilu
maupun masyarakat pemilih;

manipulasi/kecurangan dalam pelaksanaan

kerusuhan massa;dan

teror dan sabotase.

dan penghrtungan suara;

terhadap penyelenggaraan
Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Ral:yat
Wakil Presiden, Pemiiu
Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 7

Dalam melaksanakan pengamanan pemilu Anggota Dewan perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan perwakilan RaliJ/at Daerah provinsi, Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten/Kota, pemilu presiden dan Wakil
Presiden,Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan pemilu Bupati dan Wakil
Bupati, Anggota Satuan Linmas menggunakan Seragam Satuan Linmas dan
dilengkapi dengan surat tugas, atribut, serta perlengkapan yang diperlukan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

, 
Pasal 6 

(1) Pelaksanaan pengamanan anggota Satuan Linmas di setiap TPS sebagaimana 
dimaksud Pasal 5 terdiri dari: 

a. membantu pengamanan dan penertiban di TPS 
b. membantu pengamanan perhitungan suara dan perhitungan suara ulang; 

(2) Pengamanan dan penertiban di TPS sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain: 
a. membantu melakukan pemeriksaan di dalam TPS dan sekelilingnya bersama 

ketua dan seluruh anggota KPPS beserta saksi yang hadir; 

b. membantu menjaga ketentraman dan ketertiban para pemilih di tempat yang 
ditentukan; 

c. mempersilahkan para pemilih yang akan masuk ke TPS dan menerima titipan 
dari pemilih berupa senjata api, senjata tajam dan barang-barang lainnya 
yang tidak boleh dibawa ke dalam TPS; 

d. mempersilahkan para pemilih untuk meninggalkan TPS serta mengambil 
barang titipannya setelah para pemilih melaksanakan hak pilihnya; 

e. mengatur ketertiban para pemilih yang akan memilih dan masyarakat yang 
akan menyaksikan pelaksanaan perhitungan suara di TPS; 

f. membantu mengawal pengiriman kotak suara dari TpS ke Panitia 
Pemungutan Suara (PPS) di kantor Petinggi/Lurah setelah KPPS membuat 
berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;dan 

g. membantu mengawal pengiriman kotak suara dan berita acara dari Panitia 
Pemungutan Suara (PPS) ke Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) di Kantor 
Kecamatan setelah Panitia Pemungutan Suara (PPS) membuat berita acara 
tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat 
desa/kelurahan; 

h. membantu melakukan pengamanan antara lain : 

1) perusakan/pembakaran TPS, kotak suara, kartu suara dan dokumen 
pemilu lainnya; 

2) intimidasi oleh oknum/kelompok tertentu terhadap penyelenggaraan 
Pemilu Anggota Dewan Perwaki\an Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten /Kota, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu 
Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati 
maupun masyarakat pemilih; 

3) manipulasi/ kecurangan dalam pelaksanaan dan penghitungan suara; 

4) kerusuhan massa;dan 

5) teror dan sabotase. 

Pasal 7 

Dalam melaksanakan pengamanan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden,Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Bupati dan Wakil 
Bupati, Anggota Satuan Linmas menggunakan Seragam Satuan Linmas dan 
dilengkapi dengan surat tugas, atribut, serta perlengkapan yang diperlukan sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. 



BAB III
PEMBERIAN SANTUNAN / PENGHARG.{AN

Pasal 8
Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang sakit atau meninggal pada saat
melaksanakan tugas penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan
penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rajq.at Daerah provinsi, Dewan perwakilan Rakvat
Daerah Kabupaten/Kota, Pemilu presiden dan Wakil presiden,pemilu Gubernur dan
Wakil Gubernur dan Pemiiu Bupati dan Wakil Bupati diberikan
santunan/ penghargaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka peraturan Bupati Jepara Nomor 47
Tahun 2011 tentang Penugasan Anggota Satuan perlindungan Masyarakat Dalam
Penanganan Ketrenteraman, Ketertiban Dan Keamanan penyelenggaraan pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Kabupaten Jepara dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeparar.

A\-41 'v '1
{t

Ditetapkan di Jepara
pada tangga l  13  Mei  2014

Diundangkan di Jepara
pada tangga l  13  Mei  2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

AHMAD MARZUQI

LIH

t KABUPATENBERITA DA JEPARA TAHUN2014 NOMOR.. r69

, 

BAB Ill 
PEMBERIAN SANTUNAN/PENGHARGAAN 

Pasal 8 

Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang sakit atau meninggal pada saat 
melaksanakan tugas penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan 
penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten/Kota, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,Pemilu Gubernur dan 
Wakil Gubernur dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati diberikan 
santunan/penghargaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal9 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 
Tahun 2011 ten tang Penugasan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam 
Penanganan Ketrenteraman, Ketertiban Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan 
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Kabupaten Jepara dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara. 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 13 Mei 2014 

.#­ AHMAD MARZUQI 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 13 Mei 2014 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN JEPARA, 

BERITA DA H KABUPATEN JEPARA TAHUN 2014 NOMOR ..169 


